
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.802, 2019 KEMENHUB. Penggunaan Kapal Asing. 

Nonangkutan Penumpang. Nonangkutan Barang. 
Perubahan. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 46 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN 

PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK 

TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG 

DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa tata cara dan persyaratan penggunaan kapal 

asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan 

mengangkut penumpang dan/atau barang dalam 

kegiatan angkutan laut dalam negeri telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 

2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan 

Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk 

Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang 

dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri; 

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 

2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan 

Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk 

Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang 
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dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri perlu 

dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 206A ayat (4) Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 

tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 

2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian 

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan 

Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut 

Penumpang dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan 

Laut Dalam Negeri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di 

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5208); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 
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5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 

2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1200); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 

2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penggunaan 

Kapal Asing untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk 

Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang 

dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1355) 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 92 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA DAN 

PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN 

KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK 

TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG 

DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT 

DALAM NEGERI. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 92 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan 

Pemberian Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk 

Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut 

Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut 

Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1355) diubah sebagai berikut:  
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1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) 

sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 3 

(1) Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang 

tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang 

dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut 

dalam negeri di wilayah perairan Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 

pengoperasiannya dilakukan oleh perusahaan 

angkutan laut nasional. 

(2) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau 

barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di 

wilayah perairan Indonesia sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab perusahaan angkutan laut nasional 

sebagai operator sampai dengan kapal asing keluar 

dari wilayah teritorial Indonesia. 

 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Persetujuan penggunaan Kapal Asing untuk jenis 

kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal asing 

dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk 

kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang 

dalam kegiatan angkutan dalam negeri diberikan 

berdasarkan permohonan Perusahaan Angkutan Laut 

Nasional dengan melampirkan persyaratan:  

a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, 

lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan 

justifikasi kebutuhan kapal, dan wilayah kerja 

yang ditandai dengan koordinat geografis; 

b. charter party antara Perusahaan Angkutan Laut 

Nasional dengan pemilik Kapal Asing dan kontrak 

kerja dan/atau surat penunjukan dari pemberi 
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kerja; 

c. fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan 

Laut yang telah dikukuhkan dan dilegalisir; 

d. fotokopi sertifikat tanda kebangsaan atau 

pendaftaran Kapal; 

e. fotokopi sertifikat keselamatan dan keamanan 

kapal; 

f. fotokopi sertifikat pencegahan pencemaran kapal; 

g. fotokopi sertifikat klasifikasi kapal; 

h. fotokopi daftar/sijil awak kapal yang 

ditandatangani oleh nakhoda kapal;  

i. fotokopi sertifikat manajemen keselamatan; dan 

j. surat keterangan dari pemilik kapal yang 

menerangkan bahwa bersedia menerima taruna  

praktek laut; 

(2) Dalam hal jenis kapal tidak memiliki sertifikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan 

huruf i, pemohon harus melampirkan surat 

keterangan dari badan klasifikasi negara bendera, 

badan klasifikasi asing, atau Perusahaan Angkutan 

Laut Nasional. 

(3) Standar operasional prosedur tata cara penempatan 

taruna praktek laut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf j disusun oleh Direktur Jenderal. 

(4) Pemberian Persetujuan penggunaan Kapal Asing 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 

setelah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali upaya 

pengadaan Kapal Berbendera Indonesia oleh Pemilik 

Pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis 

kapal yang dibutuhkan, diikuti oleh Perusahaan 

Angkutan Laut Nasional, atau Pemilik Kapal 

berbendera Indonesia. 

(5) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum pemohon mengajukan permohonan 

penggunaan kapal asing yang dibuktikan dengan 

pengumuman pengadaan melalui media elektronik 
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dan/atau media cetak berskala nasional paling 

sedikit 1 (satu) kali. 

(6) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) dilakukan khusus untuk permohonan persetujuan 

kapal asing yang baru akan melakukan kegiatan di 

wilayah perairan Indonesia. 

(7) Pengumuman pengadaan yang merupakan bukti 

pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

merupakan salah satu syarat permohonan 

persetujuan penggunaan kapal asing yang 

disampaikan kepada Direktur Jenderal. 

(8) Jenis kegiatan, jenis Kapal, dan jangka waktu kapal 

asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau 

barang dalam kegiatan angkutan dalam negeri 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7A 

(1) Persetujuan Penggunaan Kapal Asing sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan untuk 

jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) telah berakhir tetapi masih terdapat 

pekerjaan yang belum selesai, persetujuan 

penggunaan kapal asing dapat diperpanjang 

berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim. 

(3) Untuk kapal asing dengan jenis tertentu sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Angka 7 yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini, jangka waktu persetujuan penggunaan 

kapal asing dapat diberikan lebih dari 6 (enam) bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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(4) Persetujuan penggunaan kapal asing sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam hal tidak 

tersedia jenis kapal yang berbendera Indonesia 

selama jangka waktu persetujuan penggunaan kapal 

asing. 

 

4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) 

ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Pengawasan terhadap Penggunaan Kapal Asing yang 

melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia 

dilakukan setelah diberikannya Persetujuan 

Penggunaan Kapal Asing. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Tim Terpadu Kementerian 

Perhubungan yang terdiri dari unsur hukum, teknis 

dan penyelenggara pelabuhan setempat, yang 

hasilnya dituangkan kedalam berita acara 

pengawasan kegiatan dengan menggunakan format 

contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

(2a) Hasil pengawasan yang dituangkan ke dalam berita 

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur 

Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan tembusan 

Kepala Biro Hukum dan Penyelenggara Pelabuhan 

setempat. 

(3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian wilayah kerja 

dan jenis/tipe dan spesifikasi teknis Kapal dengan 

persetujuan penggunaan kapal asing yang telah 

ditetapkan, maka Persetujuan Penggunaan Kapal 

Asing dapat dicabut dengan menggunakan format 

contoh 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

 

5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16A 

Kapal asing untuk melakukan kegiatan lain yang tidak 

termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau 

barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, selain 

terhadap jenis dan spesifikasi untuk kegiatan pengeboran, 

yang memiliki kontrak kerja lebih dari 2 (dua) tahun sejak 

berlakunya Peraturan Menteri ini harus berbendera 

Indonesia. 

 

6. Ketentuan contoh 2 dan contoh 4 Lampiran II 

dalamPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 

Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian 

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing untuk Kegiatan Lain 

yang tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang 

dan/atau Barang dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam 

Negeri diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal 24 Juli 2019  30 

November 2018 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Juli 2019  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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